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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (money

laundering) di Indonesia dan menjelaskan hambatanhambatan yang muncul dalam penerapan rahasia bank

terhadap praktek pencucian uang (money laundering) di Indonesia serta solusi penanggulangan dari faktor-

faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang yang

berkaitan dengan kerahasiaan bank. Karena dari sini dapat diketahui sampai sejauh mana PPATK sebagai

lembaga yang berwenang melakukan kinerja serta hambatan dalam menjalani tugasnya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif.

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu memaparkan secara lengkap gambaran tentang tindak pidana

money laundering dan penerapannya, hubungannya dilapangan yang ditinjau dengan ketentuan kerahasiaan

bank, hambatan-hambatan dan penanggulangannya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik

pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, untuk selanjutnya dilakukan analisis

terhadap hal tersebut dengan menggunakan teknik analisis data nonstatistik dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya

ketentuan rahasia bank, kepentingan antara nasabah dan bank dapat terlindungi. Di satu sisi, rahasia bank

merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bank dengan menggunakan prinsip Know Your Customer (KYC)

dan hal ini merupakan prinsip yang sangat mendukung dan hal terpenting bank dalam melakukan kegiatan

usaha. Pada sisi yang lain, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan peraturan

hukum yang harus ditegakkan oleh pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

tersangka-terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal ini, kelemahan peraturan mengenai rahasia bank sudah bisa ditanggulangi dengan adanya

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya dengan adanya kewenangan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang istimewa dalam menerobos rahasia bank dan memberkan

laporan tentang dugaan rekening berindikasi terhadap pencucian uang. Akan tetapi penerapan di lapangan

masih terjadi penafsiran hukum yang berbeda antara pihak bank dengan penyidik, dengan kurangnya data

yang diberikan sehingga menimbulkan ambiguitas dan koordinasi yang tidak jelas dilapangan, terutama

masalah birokrasi dalam pengungkapan dan penanganan kasus yag dibawa ke pengadilan.

Implikasi penelitian ini di lapangan terutama dalam aspek penegakan hukum bagi pihak penyidik yaitu

dengan meminta kepada tersangka atau terdakwa untuk memberikan kuasanya kepada polisi agar dapat

menembus ketentuan rahasia bank dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari bank yang

bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil langkah yang tercepat, dengan mengingat birokrasi

yang sangat ketat untuk mengajukan izin pembukaan rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia. Waktu

pemberian izin membuka rahasia bank yang diberikan Gubernur Bank Indonesia adalah 14 (empat belas)
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hari, sementara teknologi yang sangat maju dapat menguntungkan tersangka atau terdakwa untuk

memindahkan rekeningnya ke tempat lain hanya dalam hitungan menit. Hal ini dapat mengakibatkan

hilangnya informasi atau bukti-bukti yang diperlukan oleh polisi untuk memproses tindak pidana tersebut.

......This study aims to determine the application of bank secrecy against money laundering (money

laundering) in Indonesia and describes the obstacles that arise in the application of bank secrecy against

money laundering (money laundering) in Indonesia as well as mitigation solutions of the factors that hinder

enforcement the law in revealing money laundering related to bank secrecy. Because from here it can be

seen to what extent INTRAC as an institution that is authorized to exercise performance as well as obstacles

in undergoing his job.

This type of research used in this paper the author is the legal research doctrinal / normative. This study is

descriptive-analytic, which describes a complete picture of criminal money laundering and its application,

its relationship in the field who reviewed with the provisions of bank secrecy, obstacles and overcome them.

Types of data used are secondary data. Data collection techniques used, namely through the study of

literature, for further analysis on the issue by using data analysis techniques non statistic with a qualitative

approach.

Based on the analysis has been done writer, can be obtained the conclusion that the existence of bank

secrecy provisions, between the customer and the bank's interests can be protected. On the one hand, bank

secrecy is something that must be done by the bank using the principle of Know Your Customer (KYC) and

this is a  rinciple that is very supportive and most important banks in conducting business. On the other

hand, the Act Money Laundering is also the rule of law must be upheld by the investigating authorities in

the investigation and the investigation of suspects, accused of money laundering.

In this case, the weakness of bank secrecy regulations can be addressed by the Act Money Laundering, for

example, by the authority of the Center for Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) is

special in and through secret bank accounts give reports about the alleged indications of laundering money.

However, application in the field still occur between different legal interpretation of the bank with the

investigator, with the lack of data provided, giving rise to ambiguity and no apparent coordination in the

field, especially the problem of bureaucracy in the disclosure and handling of cases brought to court.

The implications of this research in the field, especially in the aspect of law enforcement on the part of

investigators that is by asking the  give their proxies to the police in order to penetrate the bank secrecy

provisions and obtain needed information from the bank concerned. It is intended to take the fastest, with a

very tight given the bureaucracy to apply for license for establishment of bank secrecy from the Chairman of

Bank Indonesia. When granting permission to open a secret bank that granted the Governor of Bank

Indonesia is 14 (fourteen) days, while the highly advanced technology that can benefit the suspect or

defendant to move his account to another place in just minutes. This can result in loss of information or

evidence required by the police to process the crime.


